
SALINAN [] 

BUPATI GIANYAR 
PROVINSI BALI 

PERATURAN BUPATI GIANY AR 

NOMOR 37 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 34 
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GIANYAR, 

Menimbang a. bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di 

daerah dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan, 

perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan melalui 

rencana kerja pemerintah daerah; 

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah tidak 

sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, 

sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 

Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2024; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

-------- 



Nusa Tenggara timur {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6841) 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6871); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323): 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 



13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020­ 
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 10), 

14. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 111), 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Betita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

17. Peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 630), 

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 
Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) 

23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang 
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024­ 
2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14); 

24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gianyar 
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar 
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Gianyar Nomor 12); 

25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem 
Pembangunan Terintegrasi Daerah {Lembaran Daerah 
Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3); 



26. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 
5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar 
Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Gianyar Nomor 13) 

27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 ten tang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2023-2043 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 
2); 

28. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Gianyar 
Tahun 2021 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2021 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten 
Gianyar Tahun 2022 Nomor 8); 

29. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 11 Tahun 2023 
Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 
(Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 11); 

30. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 34 Tahun 2023 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar 
Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 

2023 Nomor 34); 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 
34 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH TAHUN 2024. 

Pasal I 

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah 

Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 34) diubah sehingga 

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar. 

Ditetapkan di Gianyar 

pada tanggal 13 Agustus 2024 

Pj. BUPATI GIANYAR, 

&ek. 
I DEWA TAGEL WIRASA 

Diundangkan di Gianyar 

pada tanggal 13 Agustus 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR, 

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA 
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024 NOMOR 37 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Ke ala Bagian Hukum 

Rekretaat Daerah Kabupaten Gianyar, » � 

d 
MWavar Madi,SH.,MH. 
Pe ma (IV/a) 
NIP. 197601 10 200604 1 0ll 



ttd

BAB VI 
PENUTUP 

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Gianyar Tahun 2024 disusun sesuai dengan mekanisme Perencanaan Pembangunan 

Daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2024 

merupakan perencanaan program yang disusun dengan dasar adanya perkembangan 

yang tidak sesuai dengan asumsi seperti Perubahan Pendapatan Daerah, Perubahan 

perhitungan SILPA, serta terjadi pergeseran belanja menyesuaikan hasil rekomendasi 

BPK RI. 
Selanjutnya dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Kabupaten Gianyar Tahun 2024 dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan 

Umum Perubahan Anggaran (KUPA) yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 

belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran tersebut dijadikan pedoman untuk menyusun 

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang merupakan rancangan 

program prioritas bagi SKPD untuk menyusun Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran. 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 

2024 memerlukan dukungan dari semua pihak baik Pemerintah, DPRD, Swasta, 

maupun Masyarakat. Dukungan tersebut sangat penting sehingga apa yang telah 

direncanakan dapat terlaksana dan terealisasi dengan baik sehinga keberhasilan 

pembangunan tercapai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

I DEWA TAGEL WIRASA 
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